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Abstrak
 

Dengan berkembang pesatnya kegiatan perdagangan yang bertambah banyak serta dengan rasio yang lebih

besar, maka semakin banyak serta semakin rumit pula permasalahan terkait utang piutang yang muncul pada

masyarakat. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, perekonomian global membutuhkan aturan

hukum kepailitan sebagai alat penyelesaian permasalahan utang piutang tersebut agar kreditor dapat

memperoleh pembayaran secara adil dan seimbang. Pada dasarnya setiap keputusan perkara kepailitan dapat

melahirkan akibat yang merugikan bagi para pelaku bisnis atau debitor, sehingga dengan adanya upaya

penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat mencegah terjadinya akibat-akibat tersebut. Dengan

terlaksananya PKPU, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian dengan harapan debitor dapat

membayar baik sebagian atau seluruh utangnya. Namun, terkait rencana perdamaian tersebut dapat

dilakukan pembatalan sehingga dapat berakibat pailit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana

pengaturan mengenai pembatalan perdamaian PKPU tersebut serta menganalisis bagaimana penerapan

hukum yang sesuai dengan apa yang diatur dalam UU KPKPU. Hal ini dilakukan dengan menggunakan

jenis penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif-analitis, dan menganalisis permasalahan 

dengan menggunakan teori serta konsep yang relevan. Terkait PKPU, diatur dalam Pasal 222 UU KPKPU

dan terkait rencana perdamaian serta pembatalan atas rencana perdamaian tersebut diatur pada Pasal 144 UU

KPKPU serta Pasal 291, Pasal 170, dan Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian dalam kasus yang dianalisis,

terdapat ketidaksesuaian antara penerapan hukum pembatalan perdamaian pada kasus perkara dan dengan

yang dimuat dalam UU KPKPU. Hal tersebut dikarenakan tindakan lalai yang dilakukan  debitor berbeda

dengan tindakan lalai yang terdapat pada Pasal 1238 KUHPer. Sehingga didapati hasil bahwa terkait

pengaturan mengenai PKPU dan pembatalan perdamaian dimuat dalam Pasal 222, Pasal 144, Pasal 291,

Pasal 170, serta Pasal 171 UU KPKPU. Kemudian terkait permohonan pembatalan perdamaian yang

diajukan oleh kreditor, tidak dapat dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang diatur

pada Pasal 170 ayat (1) UU KPKPU yang merujuk pula pada Pasal 1238 KUHPer terkait tindakan lalai.

......With the rapid development and increase of market activities and with a much greater ratio, the more

complex the problems related to debts that arise in the society. And with these problems, the global

economy requires a law of bankruptcy as a means of solving those debt problems so creditors can obtain

payments in a fair and balanced manner. Every bankruptcy case may have detrimental consequences for

both people in business or the debtors, therefore there is suspension of payment to prevent these
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consequences from occurring. With the implementation of the suspension of payment, the debtor can submit

a conciliation with the hope that the debtor can pay either part or all of their debt. However, the conciliation

can be canceled so it might result in bankruptcy. This research was conducted to find out about the

arrangement regarding the cancellation of reconciliation of the suspension of payment and to analyze how

the application of the law is in accordance with what is regulated in the KPKPU Law. This research is done

by using normative juridical research, descriptive-analytical research typology, and analyzing problems

using relevant theories and concepts. Regarding the suspension of payment, it is regulated in Article 222 of

the KPKPU Law and regarding the conciliation and cancellation of reconciliation is regulated in Article 144

of the KPKPU Law and Article 291, Article 170, and Article 171 of the KPKPU Law. Then in the analyzed

cases, there is a discrepancy between the application of the conciliation cancellation law in case and with

what contained in the KPKPU Law. Then regarding the request for cancellation of reconciliation filed by the

creditor, it cannot be carried out because of the discrepancy in the application of the law regulated in Article

170 paragraph (1) of KPKPU Law which also refers to Article 1238 of the Criminal Code regarding

negligent acts.


